KABUPATEN SUKOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : OQO / 2T\ TAanunrd 202

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI MELALUI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan
Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi
pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi
usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang
dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
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13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan
Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui
Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 174);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2398);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah yang dibiayai Melalui Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

a. melakukan supervisi terhadap proses verifikasi usulan
kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perangkat
Daerah;

b. memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan
prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian
target pembangunan daerah dalam  dokumen
perencanaan daerah;

c. memverifikasi rancangan usulan kegiatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan
potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan
terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;

d. melakukan pengawasan terhadap konsistensi usulan
kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan
usulan ditetapkan; dan ‘

e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal (S Jur'l 2n99

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

>

WIDODO”,

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat

Sekretaris Daerah  Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
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. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Instansi terkait
di lingkungan Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : OSO /251 TamuM 207,
Tanggal : ¢ Jumt 207y

SUSUNAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIBIAYAI MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023

KEDUDUKAN
NO NIP/NAMA/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam  pelaksanaan
kegiatan
2. Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan
dalam  pelaksanaan
kegiatan

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung | Bertanggung Jawab
Sukoharjo jawab terhadap seluruh

pelaksanaan kegiatan

4. Kepala Badan Perencanaan, Ketua Bertanggung Jawab
Penelitian, Dan terhadap atas
Pengembangan Daerah pelaksanaan kegiatan
Kabupaten Sukoharjo

5. Kepala Bidang Penelitian, Sekretaris Bertanggung jawab di
Pengembangan, Penyusunan bidang
dan Pengendalian kesekretariatan
Perencanaan pada Badan
Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

6. Inspektur Daerah Kabupaten Anggota Bertanggung jawab
Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya.

£ Kepala Badan Keuangan Anggota Bertanggung jawab
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang

tugasnya.

8. Sekretaris Badan Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan, Penelitian Dan sesuai bidang
Pengembangan Daerah tugasnya.

Kabupaten Sukoharjo

9. Kepala Bidang Pemerintahan Anggota Bertanggung jawab
dan Kesejahteraan sesuai bidang
Masyarakat pada Badan tugasnya.
Perencanaan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo
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KEDUDUKAN
NO NIP/NAMA/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4

10. | Kepala Bidang Ekonomi pada Anggota Bertanggung jawab
Badan Perencanaan, sesuai bidang
Penelitian Dan Pengembangan tugasnya.

Daerah Kabupaten Sukoharjo

11. | Kepala Bidang Infrastruktur Anggota Bertanggung jawab
dan Pengembangan Wilayah sesuai bidang
pada Badan Perencanaan, tugasnya.

Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

12. | Kepala Bidang Anggaran pada Anggota Bertanggung jawab
Badan Keuangan Daerah sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

13. | Kepala Bagian Administrasi Anggota Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretariat sesuai bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

14. | Kepala Bagian Pengadaan Anggota Bertanggung jawab
Barang dan Jasa Sekretariat sesuai bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

Kabupaten Sukoharjo

15. | JAJANG AMIROSO, S.Si, MM Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19870927 201001 1 008 o bidang
tugasnya.

Perencana Ahli Muda pada

Badan Perencanaan,

Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sukoharjo

16. | Ir. SIWI HAPSARI Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19660430 199203 2 005 sesuai bidang
tugasnya.

Perencana Ahli Muda pada

Badan Perencanaan,

Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Sukoharjo

17. | SRI HANDAYANI, SE, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19811128 200501 2 012 sesuai bidang
Peneliti Ahli Muda pada ueasum,

Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

18. | WIDYASTUTI, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19750326 199603 2 001 sesuai D
Perencana Ahli Muda pada ugasnya.

Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo
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KEDUDUKAN

NO NIP/NAMA/JABATAN =y Aoy KETERANGAN
1 2 3 4

19. | SLAMET RUJITO,S.IP,M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19740901 199403 1 004 sesual hidang
Perencana Ahli Muda pada ugasnya.
Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

20. | RUDI SUHARTO, SE, MH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19660419 199402 1 001 dain bidang
Perencana Ahli Muda pada e
Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

21. |JULI WASKITO, S.Si, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP.19760710 200604 1 010 sesuai bidang
Perencana Ahli Muda pada fagasnye.
Badan Perencanaan,
Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

22. | MIZANI KAMAL, S.SOS Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19820416 200501 1 003 sesuai bidang
Perencana Ahli Muda pada RESEI
Badan Perencanaan,

Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

9

WIDODO

4




